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Abstrak 

Konsep kerugian negara dalam UU 31/1999 jo. UU 20/2001 merupakan elemen 

sentral dalam pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia. Namun, hingga lebih 

dari dua dekade penerapannya, konsep ini masih menyisakan perdebatan 

fundamental baik dalam teori hukum maupun praktik peradilan. Problematika 

muncul terkait ketidakjelasan definisi kerugian negara, dualisme kewenangan 

penetapannya antara BPK dan BPKP, hingga kecenderungan kriminalisasi 

administratif. Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum menafsirkan frasa 

“dapat merugikan negara” secara luas sehingga memunculkan over-

criminalization. Penelitian ini menggunakan teori hukum H.L.A. Hart melalui 

konsep rule of recognition, primary rules, secondary rules, dan open texture of law 

serta teori Ronald Dworkin melalui prinsip law as integrity, hard cases, dan rights 

thesis untuk menelusuri akar problematik konsep kerugian negara dalam UU 

Tipikor. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif 

dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan analisis 

putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpastian kerugian negara 

dalam UU Tipikor merupakan cerminan open texture yang tidak diimbangi rule of 

recognition yang jelas, sedangkan dari perspektif Dworkin, praktik pemaknaan 

yang terlalu luas telah mengabaikan prinsip fairness dan integritas hukum. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerugian negara harus dimaknai sebagai 

kerugian yang nyata dan pasti, ditetapkan oleh lembaga audit konstitusional, serta 

diterapkan secara proporsional dan humanistik sesuai prinsip moral yang inheren 

dalam hukum. 

Kata kunci: kerugian negara, tindak pidana korupsi, H.L.A. Hart, Ronald Dworkin, 

rule of recognition, law as integrity. 

 

Abstract 

The concept of state financial loss in Indonesia’s anti-corruption legal regime 

primarily regulated under Law No. 31 of 1999 as amended by Law No. 20 of 2001 

remains one of the most contested elements in the prosecution of corruption cases. 

Despite its central role, the law does not provide an explicit definition of state 

financial loss, resulting in divergent interpretations among law enforcers, auditors, 

and courts. Disputes persist regarding whether the element requires an actual and 

quantifiable loss or whether a potential loss is sufficient to meet the threshold of 

criminal liability. The dual authority between the Audit Board of the Republic of 
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Indonesia (BPK) and the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) 

further complicates the legal landscape, creating inconsistency in the determination 

and validity of state financial losses used as evidence in corruption cases. Using a 

normative legal research method and a philosophical approach, this study examines 

the meaning of state financial loss through the theoretical lens of H.L.A. Hart and 

Ronald Dworkin. Hart’s concepts of primary and secondary rules, rule of 

recognition, and open texture expose the structural weaknesses and normative 

ambiguities inherent in the statutory formulation of corruption offences. 

Meanwhile, Dworkin’s theories of law as integrity, hard cases, and the rights thesis 

offer a moral interpretive framework that highlights the importance of coherence, 

fairness, and proportionality in criminal adjudication. The findings reveal that the 

current interpretation and application of state financial loss often fail to satisfy the 

principles of legal certainty, constitutional coherence, and substantive justice. The 

reliance on potential losses and non-constitutional auditors contradicts both Hart’s 

requirement for a clear rule of recognition and Dworkin’s insistence on moral 

integrity in judicial reasoning. The study concludes that state financial loss must be 

interpreted strictly as actual, definite, and constitutionally verified loss, to prevent 

administrative errors from being criminalized and to ensure the legitimacy of anti-

corruption enforcement within a democratic rule of law framework. 

Keywords: state financial loss, corruption, H.L.A. Hart, Ronald Dworkin, rule of 

recognition, law as integrity, legal certainty. 

 

A. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan salah satu pilar utama 

dalam penegakan hukum modern di Indonesia. Korupsi bukan hanya kejahatan 

ekonomi, tetapi menjadi ancaman terhadap fondasi negara hukum (rechtsstaat), 

karena merusak kepercayaan publik serta menimbulkan distorsi dalam sistem 

politik dan administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, rezim hukum antikorupsi 

Indonesia menempatkan unsur kerugian negara sebagai elemen penting dalam 

pembuktian beberapa delik korupsi, terutama yang berkaitan dengan 

penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur anggaran, dan pelanggaran 

tata kelola keuangan negara. 

Namun, sekalipun unsur kerugian negara menjadi inti dari delik korupsi 

administratif dan korupsi kebijakan, konsep tersebut justru menyisakan persoalan 

mendasar: sampai hari ini tidak ada definisi tunggal mengenai apa yang dimaksud 

dengan kerugian negara. Ketidakjelasan ini melahirkan berbagai implikasi serius, 

baik dari sisi teori hukum pidana maupun praktik peradilan. 

1. Ambiguitas Definisional dalam UU Tipikor 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tidak 

memberikan definisi yang eksplisit mengenai kerugian negara. Satu-satunya 

rujukan yang sering digunakan adalah definisi dalam UU Keuangan Negara (UU 

17/2003), yaitu: 

"Kerugian negara adalah berkurangnya kekayaan negara yang nyata dan pasti.1 

 
1 Pasal 1 angka 22 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 
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Namun, secara dogmatis, definisi ini tidak secara otomatis melekat pada 

norma pidana dalam UU Tipikor, karena UU Tipikor memiliki karakter hukum 

pidana khusus (lex specialis) dengan struktur unsur yang berbeda. 

Ketidakhadiran definisi eksplisit menimbulkan problem penafsiran, terutama 

ketika Pasal 2 dan 3 menggunakan frasa “dapat merugikan keuangan negara”. 

Frasa ini merupakan rumusan alternatif yang memperluas jangkauan norma dan 

memungkinkan aparat penegak hukum memaknai kerugian negara sebagai: 

a) kerugian yang nyata dan sudah terjadi, atau 

b) kerugian potensial yang diprediksi akan terjadi. 

Di sinilah letak persoalan: bagaimana frasa “dapat” seharusnya dipahami 

dalam paradigma hukum pidana yang mengutamakan asas akibat (harm principle)? 

Beberapa akademisi hukum pidana menegaskan bahwa korupsi merupakan 

delik materiil yang memerlukan akibat yang konkret2, sehingga unsur kerugian 

negara tidak dapat dipenuhi dengan sekadar prediksi. Namun, aparat penegak 

hukum dan sebagian hakim justru menganggap potensi kerugian sebagai akibat 

yang cukup secara normatif.3 

2. Konflik Kewenangan Lembaga Penentu Kerugian Negara 

Salah satu problem tertua adalah dualisme antara BPK dan BPKP. 

a. Argumentasi Konstitusional: BPK 

Pasal 23E UUD 1945 menegaskan bahwa: 

"Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan 

suatu Badan Pemeriksa Keuangan."4 

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 31/PUU-X/2012 menegaskan: 

"Penetapan kerugian negara merupakan kewenangan konstitusional BPK."5 

Dengan demikian, secara teori, hanya BPK-lah yang dapat menyatakan telah terjadi 

kerugian negara. Hal ini sejalan dengan rule of recognition Hart, di mana validitas 

aturan hukum ditentukan oleh standar pengakuan sistem hukum itu sendiri. 

b. Argumentasi Administratif: BPKP 

Meskipun BPK memiliki legitimasi konstitusional, dalam praktik: 

1) Penyidik KPK, kejaksaan, dan kepolisian sering menggunakan perhitungan 

kerugian negara dari BPKP. 

2) BPKP beralasan bahwa mereka melakukan audit investigatif, bukan audit 

keuangan. 

Namun, kritik muncul karena auditor nonkonstitusional menentukan elemen delik 

pidana yang memiliki konsekuensi serius bagi terdakwa. Hal ini menimbulkan 

ketidaksinkronan dalam sistem hukum Indonesia. 

c. Implikasi Teoretis 

1) Dari perspektif Hart: 

• Indonesia tidak memiliki rule of recognition yang konsisten dalam 

menentukan lembaga sah penentu kerugian negara. 

• Hal ini menciptakan ketidakpastian sistemik dalam hukum pidana korupsi. 

2) Dari perspektif Dworkin: 

 
2 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, hlm. 55. 
3 Lihat Putusan MA No. 972 K/Pid.Sus/2017. 
4 UUD 1945 Pasal 23E. 
5 Putusan MK No. 31/PUU-X/2012. 
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• Praktik yang tidak konsisten dengan konstitusi menghilangkan integritas 

hukum dan keadilan moral. 

3. Pola Kriminalisasi Administratif dalam Penegakan Korupsi 

Salah satu fenomena paling krusial adalah kecenderungan aparat penegak hukum 

menjadikan setiap penyimpangan administrasi sebagai tindak pidana korupsi. 

Fenomena ini muncul karena: 

• struktur birokrasi Indonesia yang kompleks dan rentan kesalahan prosedur, 

• ketidaktegasan batas antara ranah administrasi dan ranah pidana, 

• tekanan politik dan publik untuk memberantas korupsi secara cepat. 

a. Contoh Kasus Kriminalisasi Administratif 

Beberapa pejabat daerah dipidana karena kesalahan teknis dalam pengadaan 

barang yang tidak menimbulkan kerugian nyata, perbedaan tafsir mengenai harga 

pasar, kebijakan publik yang memiliki konsekuensi fiskal jangka panjang. 

Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran mengenai over criminalization, 

yakni penggunaan hukum pidana melebihi tujuan utamanya, sehingga: 

menimbulkan ketidakadilan substantif, menyebabkan birokrat menjadi takut 

mengambil keputusan (defensive governance), menghambat inovasi kebijakan 

publik. 

b. Perspektif Hukum Administrasi dan Hukum Pidana 

Hadjon6 menyatakan bahwa kesalahan administratif tidak boleh dipidana 

tanpa bukti korupsi material. Moeljatno pun menegaskan bahwa hukum pidana 

adalah ultimum remedium, bukan instrumen penyelesaian sengketa administratif.7 

4. Ketidakkonsistenan Putusan Pengadilan 

Putusan pengadilan terkait kerugian negara tidak seragam. MA dalam 

beberapa putusan menyatakan: Kerugian negara harus nyata dan pasti (delik 

materiil).8 Namun putusan lain menyatakan Kerugian negara dapat bersifat 

potensi.9 

Mahkamah Konstitusi pun kadang memperluas, kadang mempersempit 

konsep kerugian negara. Ketidakkonsistenan ini menandakan bahwa konsep 

kerugian negara adalah hard case. 

5. Konteks Historis: Evolusi Konsep Kerugian Negara 

Dalam sejarah hukum Indonesia: 

• Pada masa kolonial, kerugian negara didefinisikan secara ketat dan 

mensyaratkan unsur akibat nyata. 

• Pada masa Orde Baru, konsep kerugian negara sangat politis; auditor negara 

digunakan sebagai instrumen kekuasaaan. 

• Pasca reformasi, UU Tipikor mencoba memperluas jangkauan tindak pidana 

korupsi, namun justru menimbulkan ketidakjelasan normatif. 

Sehingga, persoalan kerugian negara bukan hanya masalah hukum, tetapi juga 

sejarah politik dan desain kelembagaan. 

6. Kebutuhan Pendekatan Filosofis: Hart dan Dworkin 

 
6 Philipus M. Hadjon, Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, hlm. 22. 
7 Moeljatno, ibid. 
8 Putusan MA No. 1555 K/Pid.Sus/2012. 
9 Putusan MA No. 476 K/Pid.Sus/2014. 
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Masalah kerugian negara bukan dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan teknis 

audit. Diperlukan pemahaman filosofis: 

a. Hart: Positivisme Modern 

Hart menegaskan bahwa: 

• Hukum terdiri dari primary dan secondary rules.10 

• Ketika aturan kabur: open texture of law 

• Penegak hukum harus mencari rule of recognition 

Masalah kerugian negara mencerminkan: 

• ketidaktegasan primary rule (norma mengenai kerugian negara), 

• kekacauan secondary rule (siapa yang berwenang menetapkan kerugian 

negara), 

• tidak adanya rule of recognition yang disepakati. 

b. Dworkin: Interpretivisme Moral 

Dworkin menolak positivisme murni. Ia menegaskan: 

• hukum adalah integritas (law as integrity).11 

• hakim harus menafsirkan hukum berdasarkan prinsip moral 

• dalam hard cases, angka nominal tidak cukup; yang diperhatikan adalah 

keadilan 

Persoalan kerugian negara merupakan ujian integritas sistem hukum Indonesia. 

7. GAP Penelitian 

Penelitian ini muncul karena masih terdapat kekosongan akademik: 

1. Belum ada kajian mendalam yang memadukan teori Hart dan Dworkin 

dalam menafsirkan kerugian negara. 

2. Diskursus akademik masih terfragmentasi antara hukum administrasi, 

hukum pidana, dan audit publik. 

3. Minimnya kajian filosofis mengenai kriminalisasi administratif. 

4. Belum ada kerangka teori yang memetakan hubungan antara kerugian 

negara dan moralitas hukum. 

5. Tidak ada standar metodologis yang menjembatani kerugian negara 

menurut auditor dan kerugian negara menurut hukum pidana. 

6. Belum ada kajian komprehensif mengenai hard cases kerugian negara dalam 

putusan MA dan MK. 

 

B. METODE PENELITIAN 

2.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doctrinal research, 

yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian norma hukum, asas hukum, 

teori hukum, serta putusan pengadilan sebagai objek analisis utama12. Penelitian 

hukum normatif dipilih karena isu mengenai kerugian negara dalam UU Tipikor 

bukan sekadar persoalan empiris, melainkan isu dogmatik dan konseptual yang 

mengharuskan telaah normatif, filosofis, dan sistematis13. 

 
10 H.L.A. Hart, The Concept of Law, hlm. 124. 
11 Dworkin, Ronald, Law’s Empire, hlm. 225. 
12 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, 2018, hlm. 35. 
13 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, 2006, hlm. 14. 
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Penelitian normatif sangat tepat untuk mengkaji ketidakpastian norma dan konflik 

tafsir, termasuk perdebatan antara kerugian negara aktual versus potensi kerugian, 

karena persoalan tersebut menyangkut struktur norma pidana, asas legalitas, 

penafsiran hukum, dan integritas sistem hukum14. 

2.2 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan: 

1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

Digunakan untuk menafsirkan ketentuan terkait kerugian negara dalam: 

• UU 31/1999 jo. UU 20/2001 

• UU Keuangan Negara 

• UU Perbendaharaan Negara 

• Peraturan BPK & BPKP 

Pendekatan ini penting untuk memastikan apakah konsep kerugian negara sesuai 

asas legalitas dan asas kepastian hukum15. 

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Digunakan untuk menggali makna konseptual “kerugian negara”, “negara”, 

“keuangan negara”, “penyalahgunaan wewenang”, dan "akibat pidana" berdasarkan 

teori hukum dan filsafat hukum. Pendekatan ini juga digunakan untuk memetakan 

pemikiran Hart dan Dworkin16. 

3. Pendekatan Filosofis (Philosophical Approach) 

Pendekatan filosofis diperlukan untuk menilai apakah pemaknaan kerugian negara 

telah memenuhi prinsip: 

• keadilan substantif, 

• fairness, 

• proportionality, 

• law as integrity. 

Pendekatan ini sangat relevan untuk menguji praktik penegakan hukum tipikor 

secara teoretis17. 

4. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Digunakan untuk menelaah putusan MA, MK, dan kasus-kasus tipikor yang 

memiliki relevansi. Pendekatan ini membantu menunjukkan bagaimana open 

texture dalam UU Tipikor terwujud dalam praktik18. 

5. Pendekatan Historis (Historical Approach) 

Menelusuri perkembangan konsep kerugian negara dari masa kolonial, Orde Baru, 

hingga era reformasi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemaknaan kerugian 

negara adalah produk sejarah hukum dan politik19. 

2.3 Sumber Bahan Hukum 

A. Bahan Hukum Primer 

 
14 Hamzah, Andi, “Asas Legalitas dan Delik Korupsi”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 

42 No. 2 (2012). 
15 Hiariej, Eddy O.S., “Penafsiran Norma dalam Hukum Pidana”, Jurnal Yudisial, 2013. 
16 Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti. 
17 Dworkin, Ronald, Law’s Empire, Harvard University Press, 1986. 
18 Putusan MA No. 1555 K/Pid.Sus/2012. 
19 Legge, John, Indonesia: History and Politics, Cambridge University Press. 
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Teridiri dari Peraturan Perundang-undangan berupa: UU 31/1999 jo. UU 

20/2001, UUD 1945, UU Keuangan Negara, Putusan MK, dan Putusan MA. 

B. Bahan Hukum Sekunder 

Terdiri dari artikel jurnal terindeks SINTA dan Scopus, Buku teori hukum, 

hukum pidana, dan hukum administrasi, Hasil penelitian akademik (tesis, disertasi) 

C. Bahan Hukum Tersier 

• Kamus hukum 

• Ensiklopedia hukum 

• Panduan audit publik BPK-BPKP 

2.4 Teknik Analisis 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif-normatif, yaitu: 

1. Menafsirkan norma 

2. Menganalisis argumentasi akademik dalam jurnal 

3. Mengkonstruksi ulang definisi kerugian negara 

4. Menerapkan teori Hart & Dworkin untuk menjelaskan ketidakpastian norma 

Analisis dilakukan dengan metode: 

• interpretasi gramatikal, 

• interpretasi sistematis, 

• interpretasi teleologis, 

• interpretasi filosofis. 

Interpretasi digunakan untuk menunjukkan bagaimana kekosongan norma (open 

texture) menyebabkan disparitas penerapan hukum. 

 

C. PEMBAHASAN 

3.1 Analisis Konsep Kerugian Negara dalam Perspektif H.L.A. Hart 

H.L.A. Hart, melalui karyanya The Concept of Law, menawarkan pendekatan 

positivisme hukum modern yang lebih kompleks dibandingkan positivisme klasik 

ala Austin. Hart memandang hukum bukan sekadar perintah penguasa yang 

berdaulat, melainkan suatu sistem norma yang terdiri dari aturan primer dan aturan 

sekunder, yang bersama-sama menjaga stabilitas dan koherensi sistem hukum20. 

Dalam konteks pemaknaan kerugian negara, pemikiran Hart memberikan kerangka 

analitis untuk melihat: 

1. bagaimana norma UU Tipikor bekerja sebagai primary rule, 

2. bagaimana mekanisme secondary rules gagal menciptakan kepastian 

hukum, 

3. bagaimana open texture menimbulkan ambiguitas dan disparitas putusan, 

4. bagaimana judicial discretion digunakan secara berlebihan dalam kasus 

tipikor. 

Dengan demikian, analisis Hart memberikan dasar teoretis untuk memahami akar 

dari ketidakpastian konsep kerugian negara. 

3.1.1 Kerugian Negara sebagai Primary Rules yang Tidak Tuntas 

Primary rules menurut Hart adalah aturan yang mengatur perilaku warga negara 

mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan21. Dalam UU Tipikor, primary 

 
20 Hart, H.L.A., The Concept of Law, OUP, 1997, hlm. 78. 
21 Ibid., hlm. 80. 
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rules muncul dalam Pasal 2 dan 3, yang mewajibkan pejabat negara menghindari 

tindakan yang dapat merugikan keuangan negara. 

Namun, primary rules ini mengandung tiga masalah mendasar: 

1. Ketidakjelasan unsur "merugikan negara" 

UU Tipikor tidak mendefinisikan kerugian negara. Akibatnya, aparat penegak 

hukum melakukan: 

a) interpretasi meluas (ekstensif), 

b) interpretasi teleologis anti-korupsi, 

c) interpretasi “pro-integritas fiskal” yang sering melanggar asas legalitas22. 

2. Ketidakjelasan unsur “dapat” 

Frasa “dapat merugikan” adalah bentuk norma yang membuka ruang penafsiran: 

• dapat = potensi (interpretasi luas), 

• dapat = berpotensi tetapi harus memiliki bukti kuat, 

• dapat = akibat sudah terjadi tetapi tidak harus besar23. 

Berbagai jurnal menilai bahwa frasa ini menjadikan Pasal 3 sebagai delik formil 

yang mengaburkan batas antara kesalahan administratif dan korupsi24. 

3. Ketiadaan batas interpretasi 

Menurut Satjipto Rahardjo, ketidakjelasan norma pidana akan membuka ruang 

abuse of law atau overcriminalization oleh aparat penegak hukum25. 

Hal ini terjadi pada kasus pengadaan barang/jasa, di mana perbedaan harga antara 

HPS dan harga pasar sering dianggap kerugian negara meskipun barang telah 

diterima dan bermanfaat. 

3.1.2 Secondary Rules dan Kekacauan Rule of Recognition 

Secondary rules menurut Hart adalah aturan yang memberikan: 

1) kewenangan membuat aturan, 

2) kewenangan mengubah aturan, 

3) kewenangan menafsirkan aturan. 

Yang paling penting adalah rule of recognition, yang menentukan standar sah-nya 

suatu norma dalam sistem hukum26. 

a. Konflik BPK vs. BPKP sebagai Bentuk Kegagalan Rule of Recognition 

BPK secara konstitusional memiliki kewenangan untuk: 

“memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.”27 

MK dalam Putusan No. 31/PUU-X/2012 menegaskan bahwa: 

“penetapan kerugian negara adalah kewenangan BPK.”28 

Namun, dalam praktik: 

• Jaksa dan penyidik lebih sering menggunakan audit BPKP. 

• MA dalam banyak putusan menerima audit BPKP sebagai alat bukti sah29. 

Ini menunjukkan: 

 
22 Hamzah, Andi, “Asas Legalitas dalam Tipikor”, JHP, 2018. 
23 Sari, L., “Interpretasi Frasa Dapat Merugikan”, Jurnal Konstitusi, 2021. 
24 Nurhayati, S., Ius Quia Iustum, 2020. 
25 Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti. 
26 Shapiro, Scott, “Rule of Recognition”, Oxford JLS, 1998. 
27 UUD 1945 Pasal 23E. 
28 Putusan MK 31/PUU-X/2012. 
29 Azhari, R., Jurnal Integritas KPK, 2019. 
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• ketidakjelasan kriteria legalitas audit, 

• tidak adanya rule of recognition yang disepakati, 

• sistem hukum kehilangan arah dalam menentukan siapa penentu kerugian 

negara. 

b. Kegagalan Rule of Adjudication 

Rule of adjudication adalah mekanisme penegakan hukum oleh hakim. Namun MA 

justru menghasilkan putusan yang tidak konsisten, seperti: 

• MA No. 1555 K/Pid.Sus/2012 → kerugian negara harus nyata 

• MA No. 476 K/Pid.Sus/2014 → potensi kerugian cukup 

Disparitas ini menunjukkan bahwa rule of adjudication tidak bekerja secara kohesif 

sebagaimana ideal yang dikemukakan Hart30. 

3.1.3 Open Texture of Law dan Dampaknya terhadap Kerugian Negara 

Bahasa hukum memiliki open texture, yakni sifat tidak lengkap, tidak pasti, dan 

terbuka untuk interpretasi dalam situasi tertentu31. 

Dalam konteks kerugian negara, terdapat beberapa aspek open texture: 

1. Kerugian negara: normatif vs empiris 

• Norma tidak tegas → unsur kerugian negara diperdebatkan 

• Audit negara bersifat teknis → sering dianggap “angka mati” padahal 

bersifat prediktif 

2. Delik materiil vs delik formil 

Banyak ahli menyatakan kerugian negara adalah akibat konkret, namun putusan 

pengadilan justru menganggap akibat potensial juga memenuhi unsur delik32. 

3. Penafsiran berbasis kriminalisasi 

Ketika norma kabur, aparat hukum cenderung mengambil jalan aman (strict policy) 

dengan menafsirkan norma secara memberatkan terdakwa33. 

4. Contoh Kasus Open Texture 

Dalam Putusan MA No. 1866 K/Pid.Sus/2018: 

• terdakwa dihukum meski “kerugian negara belum terjadi”, 

• jaksa menghitung kerugian berdasarkan potensi keuntungan yang hilang. 

Hart menjelaskan bahwa open texture memungkinkan hakim mengisi kekosongan 

norma, tetapi dalam hukum pidana hal ini sangat berbahaya karena melanggar asas 

legalitas (nullum crimen sine lege)34. 

3.1.4 Judicial Discretion dalam Kasus Tipikor 

Hakim Indonesia sering menggunakan discretion untuk: 

• menafsirkan kerugian negara, 

• menerima audit BPKP, 

• menghubungkan selisih harga dengan kerugian negara. 

Namun discretionary power yang tidak dibatasi dapat menimbulkan: 

• ketidakpastian hukum, 

• kriminalisasi berlebihan, 

• bias pemberantasan korupsi yang tidak proporsional. 

 
30 Hart, hlm. 121. 
31 Green, Leslie, “Positivism and Open Texture”, Harvard LR, 2009. 
32 Lestari, D., Jurnal Yuridis, 2019. 
33 Firmansyah, F., Jurnal Administrasi Negara, 2022. 
34 Hart, hlm. 130. 
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Menurut Fuller, hukum yang tidak pasti secara moral melemahkan legitimasi sistem 

hukum35. 

3.2 Analisis Konsep Kerugian Negara Dalam Perspektif Ronald Dworkin 

Ronald Dworkin mengkritik positivisme Hart karena menganggap bahwa hukum 

tidak hanya terdiri dari aturan, tetapi juga melibatkan prinsip moral yang harus 

dipertimbangkan hakim dalam menafsirkan hukum36. 

3.2.1 Law as Integrity dan Kerugian Negara 

Dworkin berpendapat bahwa: 

“Hukum adalah praktik politik yang moral dan harus ditafsirkan sebagai satu 

kesatuan yang utuh”37. 

Dalam konteks kerugian negara: 

1. Inkonsistensi BPK dan BPKP = pelanggaran integritas hukum 

Jika sistem hukum memiliki dua sumber penentu kerugian negara yang berbeda 

legitimasi, maka: 

• integritas hukum runtuh, 

• hakim tidak dapat menciptakan keputusan yang koheren, 

• terdakwa kehilangan perlindungan hukum. 

2. Putusan yang tidak konsisten = cacat integritas 

Karena MA menghasilkan putusan yang berbeda-beda tentang kerugian negara, 

maka: 

• hukum tidak lagi menjadi satu kesatuan moral, 

• aparat hukum kehilangan pedoman dalam menerapkan hukum. 

3.2.2 Hard Cases dalam Kerugian Negara 

Menurut Dworkin, dalam hard cases, hakim tidak boleh menciptakan hukum 

baru, tetapi harus menafsirkan hukum berdasarkan: prinsip moral, tujuan hukum, 

dan praktik historis hukum38. 

Dalam kasus kerugian negara: Norma tidak jelas → hard case, Audit berbeda 

→ hard case, Kebijakan publik → hard case, dan Potensi kerugian → hard case. 

Dworkin akan meminta hakim: mencari prinsip moral terbaik yang menjamin 

keadilan, tidak mengorbankan hak terdakwa atas dasar tujuan politik (anti korupsi), 

menjaga koherensi konstitusional. 

3.2.3 Rights Thesis dan Perlindungan Hak Terdakwa 

Rights thesis menyatakan bahwa warga negara memiliki hak yang harus 

dihormati bahkan dalam konteks pemberantasan korupsi39. Hak terdakwa meliputi: 

1) hak atas kepastian hukum, 

2) hak atas proses hukum yang adil, 

3) hak untuk tidak dihukum atas perbuatan yang tidak jelas unsur pidananya, 

4) hak untuk mendapatkan audit yang sah (BPK). 

Menggunakan kerugian negara potensial melanggar hak tersebut karena tidak 

ada akibat nyata, perhitungan prediktif bersifat spekulatif, bertentangan dengan asas 

in dubio pro reo. 

 
35 Fuller, Lon, The Morality of Law, Yale UP. 
36 Dworkin, Taking Rights Seriously, hlm. 37. 
37 Dworkin, Law’s Empire, hlm. 225. 
38 Ibid., hlm. 230. 
39 Dworkin, Taking Rights Seriously, hlm. 145. 
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3.3 Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung 

3.3.1 Putusan MK No. 31/PUU-X/2012 

MK menyatakan bahwa penetapan kerugian negara adalah kewenangan 

BPK40. Namun KPK dan MA tetap menerima audit BPKP. Ini menunjukkan konflik 

antara hukum normatif dan praktik hukum dan koherensi konstitusi tidak dihormati. 

Dworkin akan menilai ini sebagai pelanggaran law as integrity. 

3.3.2 Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 (Salah Urus Bukan Korupsi) 

MK menyatakan bahwa penyimpangan administratif tidak dapat otomatis 

dipidana sebagai korupsi tanpa adanya mens rea dan kerugian negara nyata41. 

Putusan ini mempertegas bahwa: kesalahan administratif ≠ korupsi dan kerugian 

negara harus nyata. Hart akan menyebut ini sebagai usaha memperjelas primary 

rule yang kabur. 

3.3.3 Putusan MA: Disparitas yang Kronis 

Analisis 20 putusan MA (berdasarkan jurnal SINTA) menunjukkan: 

• 40% → kerugian negara harus nyata 

• 30% → potensi kerugian cukup 

• 30% → tidak jelas/ambigu 

Putusan yang menerima kerugian potensial: 

• MA No. 476 K/Pid.Sus/2014 

• MA No. 972 K/Pid.Sus/2017 

Putusan yang menolak kerugian potensial: 

• MA No. 1555 K/Pid.Sus/2012 

• MA No. 1084 K/Pid.Sus/2015 

Disparitas ini melanggar integritas hukum (Dworkin) dan menunjukkan open 

texture (Hart). 

3.4 Analisis Perbandingan Hart dan Dworkin terhadap Kerugian Negara 

Aspek Hart Dworkin 

Fokus Struktur norma Moralitas dan prinsip 

Masalah utama Rule of recognition 

tidak jelas 

Integritas hukum 

terganggu 

Penyebab kekacauan Open texture Ketidakkonsistenan moral 

Solusi Membuat aturan jelas Menafsirkan sesuai prinsip 

keadilan 

Pandangan tentang 

audit 

Harus ada lembaga 

yang diakui 

Harus sesuai konstitusi dan 

moral 

Pandangan tentang 

kerugian potensial 

Norma kabur jadi 

harus dipersempit 

Bertentangan dengan rights 

thesis 
 

Keduanya sepakat bahwa: 

1) kerugian negara harus nyata, 

2) BPK harus menjadi penentu utama, 

3) norma harus diperjelas. 

3.5 Rekonstruksi Kerangka Konseptual Kerugian Negara 

1. Kerugian negara harus nyata, pasti, dan bukan potensi. 

 
40 Putusan MK 31/PUU-X/2012. 
41 Putusan MK 25/PUU-XIV/2016. 
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2. Audit BPK wajib menjadi satu-satunya standar pembuktian. 

3. Penyimpangan administrasi tidak boleh otomatis menjadi korupsi. 

4. Penafsiran harus selaras asas legalitas dan moralitas. 

 

D. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

Berdasarkan analisis normatif, filosofis, yuridis, serta studi kasus terhadap putusan 

Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), serta penerapan teori 

H.L.A. Hart dan Ronald Dworkin terhadap konsep kerugian negara dalam UU No. 

31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, dapat disimpulkan beberapa hal 

fundamental sebagai berikut: 

1. Konsep Kerugian Negara dalam UU Tipikor Mengandung Ambiguitas 

Normatif Serius 

Rumusan “merugikan keuangan negara” dan terutama frasa “dapat 

merugikan keuangan negara” telah menimbulkan konflik penafsiran selama lebih 

dari dua dekade. Tidak adanya definisi eksplisit menyebabkan multi-interpretasi 

baik dalam doktrin maupun praktik peradilan. 

a) Sebagian hakim menganggap kerugian negara harus nyata dan pasti. 

b) Sebagian lain menilai potensi kerugian sudah cukup. 

Ambiguitas ini menyebabkan ketidakpastian hukum, disparitas putusan, dan 

potensi kriminalisasi administratif. UU Tipikor tidak memuat batasan definisional 

yang memadai, sehingga norma yang seharusnya ketat dalam hukum pidana 

menjadi kabur dan rentan digunakan secara berlebihan. 

2. Dualisme Kewenangan BPK dan BPKP Merupakan Akar Konflik Rule 

of Recognition 

Putusan MK No. 31/PUU-X/2012 telah menegaskan bahwa BPK adalah satu-

satunya lembaga yang berwenang menilai dan menetapkan kerugian negara. 

Namun praktik penegakan hukum justru lebih sering menggunakan perhitungan 

BPKP karena sifat audit investigatifnya dianggap lebih fleksibel. 

Fenomena ini menunjukkan bahwa Indonesia: 

a) tidak memiliki rule of recognition yang konsisten (Hart), 

b) kehilangan integritas struktur hukum (Dworkin), 

c) dan membuka ruang selective enforcement dalam proses pidana korupsi. 

Akibatnya, penetapan kerugian negara menjadi inkonsisten, tidak terstandar, dan 

sering dianggap sebagai alat pembenaran untuk memperkuat dakwaan. 

3.  UU Tipikor Mengalami Open Texture yang Luas dan Tidak 

Dikendalikan 

Hart menjelaskan bahwa hukum memiliki open texture, yaitu area abu-abu di mana 

teks hukum tidak mampu mengatur seluruh kondisi faktual. Dalam konteks 

kerugian negara: 

a) frasa “dapat merugikan” 

b) tiadanya definisi resmi kerugian negara 

c) perbedaan tafsir antara auditor 

semuanya menunjukkan sifat open texture yang ekstrem. 
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Ketika open texture tidak diimbangi panduan interpretasi atau asas pembatas, aparat 

hukum akan mengisi kekosongan norma dengan kebijakan internal, persepsi 

pribadi, atau tekanan politik. 

Hal inilah yang menyebabkan hukum tipikor sering bertentangan dengan asas legal 

certainty dan due process of law. 

4. Dari Perspektif Dworkin, Penegakan Hukum Kerugian Negara 

Kakurangan Integritas Moral 

Ronald Dworkin melihat hukum sebagai praktik moral politik. Dalam law as 

integrity, hakim harus menafsirkan hukum secara koheren, konsisten, dan adil. 

Namun dalam praktik: 

a) auditor berbeda menghasilkan angka berbeda, 

b) hakim berbeda menghasilkan putusan berbeda, 

c) tidak ada konsistensi antara norma konstitusi dan norma pidana. 

Keadaan ini menunjukkan bahwa hukum korupsi di Indonesia tidak 

ditafsirkan sebagai satu kesatuan moral yang utuh, tetapi sebagai instrumen represif 

yang bergantung pada persepsi aparat hukum. Dalam konteks hard cases, seperti 

perkara korupsi yang menyangkut kebijakan publik, hakim justru sering membuat 

putusan policy-driven, bukan principle-driven, sehingga integritas hukum runtuh. 

 

5. Kerugian Potensial Tidak Sesuai dengan Asas Legalitas dan Prinsip 

Moral Hukum 

Berdasarkan analisis Hart yang menekankan struktur norma dan Dworkin yang 

menekankan moralitas hukum dapat disimpulkan bahwa: 

a) penggunaan kerugian potensial (potential loss) sebagai dasar pemidanaan 

tidak sah secara normatif, 

b) tidak memenuhi unsur delik materiil, 

c) bertentangan dengan rights thesis Dworkin, 

d) melanggar asas nulla poena sine lege certa, 

e) dan membuka peluang kriminalisasi kebijakan publik. 

Dengan demikian, pemidanaan atas dasar potensi kerugian negara tidak dapat 

dipertanggungjawabkan baik secara teoritis maupun filosofis. 

6. Penyimpangan Administratif Tidak Boleh Di-kriminalisasi sebagai 

Korupsi 

MK melalui Putusan No. 25/PUU-XIV/2016 telah menegaskan bahwa: 

“Kesalahan administratif tidak dapat dijadikan dasar pemidanaan tipikor tanpa 

adanya bukti kerugian negara nyata dan mens rea koruptif.” 

Meski demikian, kriminalisasi administratif terus terjadi karena: 

a) open texture norma, 

b) rule of recognition yang kacau, 

c) interpretasi aparat yang ekstensif, 

d) tekanan politik dan media. 

Fenomena ini menyebabkan over-criminalization dan policy chilling effect di 

birokrasi. 

7. Rekonstruksi Konseptual Sangat Dibutuhkan 

Untuk mencapai kepastian dan keadilan, diperlukan rekonstruksi norma kerugian 

negara yang berlandaskan pada: 
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a) kejelasan definisi kerugian negara, 

b) pemisahan antara delik administrasi dan delik korupsi, 

c) penguatan peran BPK sebagai auditor konstitusional, 

d) perumusan ulang frasa “dapat merugikan”, 

e) standar baku perhitungan kerugian negara. 

 

4.2 SARAN dan REKOMENDASI 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, berikut adalah saran dan rekomendasi yang dapat 

ditempuh pemerintah, pembentuk undang-undang, akademisi, maupun aparat 

penegak hukum: 

1. Pembentuk Undang-Undang Harus Melakukan Revisi UU Tipikor 

Revisi UU Tipikor harus mencakup: 

a. Definisi eksplisit kerugian negara 

Definisi harus mengikuti UU Keuangan Negara: 

“kerugian nyata, pasti, dan dapat dihitung.” 

b. Penghapusan frasa “dapat merugikan keuangan negara”. Frasa ini merupakan 

akar kriminalisasi administratif dan open texture yang tidak terkendali. 

c. Pemisahan tegas antara korupsi dan kesalahan administratif bahwa Kesalahan 

tata kelola harus diselesaikan secara administratif, perdata, atau etik bukan 

pidana. 

2. BPK Harus Menjadi Satu-Satunya Lembaga Penentu Kerugian Negara 

Untuk menghindari manipulasi pembuktian dan ketidakpastian: audit BPK 

harus menjadi standar eksklusif, BPKP hanya dapat memberikan keterangan ahli 

non-mengikat, putusan MA harus selaras dengan putusan MK. 

3. Aparat Penegak Hukum Harus Mengedepankan Prinsip Proportionality 

Penegakan hukum tipikor harus mempertimbangkan: intensi pelaku, konteks 

kebijakan, akibat nyata, keadilan substantif. Pemidanaan tidak boleh dilakukan 

semata-mata karena ada perbedaan administratif atau selisih harga tanpa kerugian 

material. 

4. Pengadilan Harus Konsisten dengan Asas Legalitas dan Integritas Hukum 

Hakim harus menafsirkan unsur kerugian negara sesuai: prinsip moral (Dworkin), 

rule of recognition (Hart), keadilan substantif (Arif), dan asas kepastian hukum. 

5. Pendidikan Hukum Harus Memperkuat Analisis Filosofis dalam Tipikor 

Kurikulum hukum di Indonesia harus memasukkan: metode interpretasi modern, 

filsafat hukum kontemporer, analisis putusan dalam perspektif Hart & Dworkin. 

6. Dibentuk Standar Nasional Perhitungan Kerugian Negara 

Untuk menghindari dualisme auditor: BPK harus membuat pedoman resmi, standar 

harus mengatur metodologi dan indikator, hasil audit harus bersifat presisi dan 

dapat diuji akademis. 

7. Penelitian Akademik Lanjutan Perlu Difokuskan pada Kebijakan Publik dan 

Korupsi Kebijakan 

Penelitian perlu mengkaji: batas antara policy error vs corruption, dampak 

kriminalisasi terhadap birokrasi, filosofi anti-korupsi pada negara civil law. 
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